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Kabinet baru di bidang ekonomi, di bawah komando Menko Ekuin Budiono
mempunyai gawean besar berkenaan dengan kebijakan ekonomi yang dianggap dapat
menyelesaikan beberapa masalah ekonomi yang melilit bangsa ini selama hampir setahun
pemerintahan baru. Sehingga resuffle kabinet yang dilakukan pemerintah beberapa bulan
lalu, dihaharapkan berbagai pihak, terutama rakyat kebanyakan dapat dijadikan momentum
yang tepat bagi pemerintah untuk menemukenali identitas kebijakan ekonomi yang
sebaiknya atau yang seharusnya ditempuh sesuai kebutuhan yang mendesak. Seperti
merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang layak dan stabil, rendahnya tingkat
pengangguran, stabilnya harga barang, serta meningkatnya daya saing ekonomi dan bisnis
dalam pasar global.
Tentu saja berbagai tujuan ekonomi makro tersebut tidak dapat dicapai jika
dilakukan atau hanya menjadi tanggungjawab satu pihak pelaku regulasi saja, misalnya
pemerintah sebagai otoritas fiskal atau Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Masalahnya
dalam praktek, persoalan trade off kebijakan ekonomi sering terjadi, dapat berupa
pertentangan antara instrumen-instrumen yang digunakan dari dua pelaku regulasi utama
perekonomian tersebut, atau sebagai akibat eksternal yang tidak terduga. Seperti kebijakan
ekonomi yang dianggap kritis oleh otoritas moneter, dalam kasus kebijakan pengurangan
subsisdi BBM oleh otoritas fiskal, atau sebaliknya kebijakan uang ketat dengan suku bunga
tinggi yang dilancarkan otoritas moneter, yang dianggap oleh otoritas fiskal sebagai biang
kerok problem ekonomi yang terjadi waktu-waktu terakhir in. Mungkin menyadari berbagai
masalah yang mengkhawatirkan selama setahun awal pemerintahan baru, sehingga kabinet
bidang ekonomi diresuffle, dengan harapan kiranya ke depan tidak akan berlangsung lagi
perilaku disharmonisasi hubungan antara kedua lembaga regulasi utama perekonomian.
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2Salah satu wadah yang dianggap dapat merealisasikan pandangan dan harapan
tersebut, yakni kebijakan ”Paket Januari” atau ”Pakjan”, yang disusun oleh kementerian
koordinator perekonomian dengan melibatkan berbagai lembaga-lembaga ekonomi terkait,
diantaranya Bank Indonesia. Dianggap bahwa Pakjan ini sebagai suatu paket kebijakan
ekonomi yang merangkum seluruh arah, mekanisme dan prosedur kebijakan ekonomi
pemerintah pasca resuffle. Tapi meskipun demikian, jika menelaah atau mengevaluasi lebih
jauh terhadap materi-materi pokok isi Pakjan tersebut, maka menurut beberapa pihak bahwa
Pakjan tersebut hanya merupakan bentuk penyempurnaan dari rencana kebijakan yang telah
disusun pemerintahan sebelumnya. Namun diakui pula bahwa Pakjan ini lebih sistematis
dan lengkap dalam susunan matriks kegiatan dengan 208 program-progran kerja yang akan
dilaksanakan. Secara garis besar ada tiga formula pokok dari Pakjan tersebut, yakni perihal
tentang kebijakan stabilisasi ekonomi makro, percepatan pembangunan infrastrukur dan
penciptaan iklim investasi.
Salah satu jabaran program dari tiga rencana besar pemerintah tersebut yang secara
langsung atau tidak langsung menyertakan pihak Bank Indonesia dalam perencanaan dan
pelaksanaannya, adalah berkenaan dengan program di bidang pengembangan UMKM.
Dalam hal ini pemerintah merencanakan menyediakan sumber keuangan, terutama
permodalan bagi sektor ekonomi ini sebesar Rp.18 triliuanan, dimana penyalurannya akan
dilakukan melalui peran aktif lembaga keuangan perbankan. Selain itu akan dialokasikan
sejumlah dana puluhan triliun rupiah dari Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA) daerah
yang jumlahnya mencapai sekitar Rp. 20 triliun, terhitung mulai periode tahun ini. Hal ini
juga dimaksudkan terutama untuk menopang permodalan sektor ekonomi kecil tersebut.
Khusus dalam kaitannya dengan program pemberdayaan perempuan, juga telah disiapkan
dana permodalan usaha untuk kegiatan-kegiatan mereka. Namun disayangkan karena
jumlahnya masih terlalu kecil, yakni hanya sekitar Rp. 450 jutaan. Dalam kaitan ini termasuk
pula program pengembangan sektor UMKM yang ditujukan untuk membantu kegiatan
usaha kecil di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
Sebenarnya ada beberapa program dalam bidang lainnya yang secara langsung dapat
mengembangkan kemampuan para pelaku sektor usaha kecil untuk meningkatkan
produktivitas usaha mereka, dan terutama dalam kaitannya dengan peyerapan tenaga kerja
yang semakin berlimpah. Salah satu program tersebut dalam bidang perindustrian dan
perdagangan, dimana dalam hal ini direncanakan telah ditetapkan sepuluh jenis industri
kecil yang akan menjadi sasaran kebijakan. Yakni industri kerajinan dan seni; industri batu
mulia dan perhiasan; industri garam rakyat; gerabah dan keramik; karet dan barang karet;
3elektronika; baja, mesin, dan peralatan pabrik; semen; pulp dan kertas; serta tekstil. Dalam
hubungan ini maka pemerintah bekerjasama dengan Bank Indonesia, dimana Bank
Indonesia menjadi lembaga utama yang diharapkan dapat menyusun desain pembiayaan
bagi ke sepuluh sektor yang diunggulkan pemerintah tersebut di atas.
Dana-dana yang disiapkan pemerintah tersebut di atas pada prinsipnya digolongkan
sebagai dana pendamping yang ada di tiap departemen atau dinas-dinas yang mempunyai
hubungan atau keterkaitan fungsi dengan kegiatan-kegiatan sektor UMKM. Dalam hal ini,
dana tersebut sebenarnya bukan hanya untuk membantu permodalan sektor UMKM,
namun juga untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti untuk pelatihan
tenaga kerja, pengembangan manajemen, sampai ongkos pameran ke tempat lainnya,
termasuk ke luar negeri. Dalam hal ini setiap UMKM yang ingin memanfaatkan dana-dana
tersebut hanya perlu membuat proposal yang ditujukan ke instansi-instansi terkait di daerah
mereka masing-masing. Jika disetujui, maka ujud dana yang diperoleh tersebut dapat berupa
dana hibah atau berupa dana pinjaman, dengan suku bunga yang rendah, yakni hanya rata-
rata 6 persen. Dijelaskan bahwa tiap-tiap daerah akan berbeda pola atau mekanisme
pemanfaatan dan penyalurannya. Sebab meskipun persayaratan yang disebut UKM,
berkenaan denagn pengusaha yang beraset di bawah Rp. 1,2 miliar serta omzet per tahun di
bawah Rp. 600 juta, namun pemerintah pusat memberi kelonggaran persyaratan sesuai
dengan kondisi daerah masing-masing.
Selain itu penting diingat bahwa sebenarnya perhatian pemerintahan baru terhadap
pemberdayaan sektor usaha kecil ini dari sisi pendanaan saja misalnya, sudah sangat
beragam. Seperti dana-dana untuk program perlindungan usaha kecil yang ada di kantor
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, yang mencapai Rp. 1,3 triliun, dana untuk
kredit kecil dari Departemen Pertanian, sebesar Rp. 3 triliun, atau dana yang tersedia pada
kantor Menteri Negara BUMN atau salah satu BUMN di daerah-daerah tertentu, yang
mencapai nilai Rp. 1 triliun, yang merupakan penyisihan 1-2 persen dari laba BUMN.
Akhirnya, yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana dana-dana tersebut dapat
segera terdistribusi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga
benar-benar dapat meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja secara optimal
oleh sektor UMKM. Hal ini jelas seharusnya bukan hanya menjadi tanggungjawab satu
lembaga, seperti departemen atau dinas pemerintah atau Bank Indonesia saja, tapi oleh
lembaga-lembaga lainnya yang secara langsung atau tidak bersentuhan dengan sektor
UMKM tersebut.
4Untuk kepentingan tersebut maka sebenarnya diperlukan penyusunan strategi
khusus yang bersifat jangka menengah, panjang, dan terutama jangka pendek. Untuk
kepentingan penyusunan strategi jangka menengah dan panjang, perlunya disusun grand
strategi kebijakan yang lebih komprehensip, yang melibatkan seluruh stake holders utama,
yakni pihak-pihak lembaga ekonomi pemerintah di bawah koordinasi Bappenas atau
Bappeda beserta lembaga-lembaga keuangan di bawah koordinasi Bank Indonesia dan
lembaga-lembaga profesional yang koncern terhadap sektor UMKM .
Sedangkan dalam jangka pendek, maka terutama pelaku UKM baik secara sendiri-
sendiri atau berkelompok harus aktif mencari informasi mengenai keberadaan dana-dana
tersebut. Atau dengan bantuan lembaga-lembaga profesi seperti Kadin, hendaknya berusaha
menjadi bank atau pusat informasi yang benar dan dapat dipercaya perbankan tentang
keberadaan dan kondisi sektor UMKM yang akan dipromosikan untuk memperoleh dana-
dana murah tersebut. Dalam hal ini temasuk perlunya peran serta aktif lembaga-lembaga
sosial masyarakat, seperti kelompok kerukunan kemasyarakatan daerah, yang jelas
seharusnya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan usaha para anggotanya, misalnya
KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi selatan).
Dengan demikian maka untuk keberhasilan pendekatan tersebut, tampaknya
masalah pemetaan tentang berbagai hal mengenai sektor UMKM tersebut hendaknya
menjadi prioritas kebijakan awal yang sangat strategis segera perlu direalisasikan. Sehingga
persoalan utama yakni kesenjangan hubungan pendanaan yang terjadi selama ini antara
sektor UMKM dengan sektor perbankan akan dapat diatasi, agar supaya sktor UMKM dapat
dibangun, dikembangkan dan diberdayakan sesuai dengan potensi dan kharakteristiknya di
tiap-tiap wilayah atau daerah masing-masing.
